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ABSTRAK 

Oleh:  

MUHAMMAD SYAFRIANDI  

19.021.00.083 

Putusan batal demi hukum (null and void) adalah putusan yang diputus oleh 

hakim yang berakibat putusan tersebut tidak pernah ada atau never existed sejak semula. 

Putusan batal demi hukum tidak punya nilai kepastian hukum dan bahkan tidak 

mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dan oleh karena itu putusan batal demi hukum 

sama sekali tidak mempunyai hak eksekusi dan atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga 

putusan hakim batal demi hukum disebabkan adanya kesalahan dalam pemeriksaan 

sidang. Kesalahan dalam menyusun putusan terjadi karena tidak memenuhi sebagian isi 

putusan sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang sifatnya imperative, 

berlaku bagi putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan.  

Bahwa Kejaksaan Agung tidak dapat mengeksekusinya berdasarkan kewenangan 

yang diberikan pasal 270 KUHAP, dan apabila Kejaksaan Agung mengeksekusinya, 

berarti tindakan itu “sewenang-wenang” dan “inkonstitusional” serta “ melanggar 

HAM” karena bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) pasal 28 J UUD 1945 serta 

pasal 17 dan pasal 34 UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999).  

Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan makna putusan 

batal demi hukum sebagaimana dalam pasal 197 KUHAP, bahwa untuk memaknai 

putusan batal demi hukum telah berubah menjadi apabila tidak terpenuhinya ketentuan 

dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 

hukum, oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sejak diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 

Konsep batal demi hukum dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun dalam 

praktek penerapan di lapangan diantaranya dalam peradilan pidana, perdata, dan tata 

usaha negara. Dalam pemahaman umum konsep batal demi hukum sering disalah 

pahami penerapannya. Secara tinjauan teoritis, kebatalan suatu produk hukum dapat 

terjadi karena kondisi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Keduanya memiliki 

konsep yang berbeda. Kondisi “dapat dibatalkan” terjadi terjadi dengan syarat 

kebatalannya dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu dan diajukan kepada institusi 

tertentu yang oleh hukum memang diberikan kewenangan melakukan pembatalan suatu 

produk hukum.Sedangkan kondisi “batal demi hukum” dipahami seolah-olah tidak 

memerlukan perbuatan hukum tertentu oleh institusi tertentu karena kebatalannya terjadi 

secara sendiri karena hukum. Padahal sesungguhnya dalam konteks keadaan batal demi 

hukum suatu putusan badan peradilan, maka keadaan batal demi hukum adalah suatu 

keadaan yang sesungguhnya masih membutuhkan suatu perbuatan hukum berupa 

pengajuan pembatalan kepada suatu badan peradilan. 
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ABSTRACT 

By: 

MUHAMMAD SYAFRIANDI 

19.021.00.083 

 

 
A null and void decision is a decision made by a judge which results in the decision never 

existing or never existing since its inception. Decisions null and void do not have the 

value of legal certainty and do not even have legal force and consequences, and therefore 

null and void decisions have absolutely no right of execution and/or cannot be enforced, 

so the judge's decision is null and void due to an error in the trial examination .Errors in 

compiling decisions occur because they do not fulfill part of the contents of decisions as 

stipulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which are 

imperative in nature, applicable to criminal decisions and non-criminal decisions.  

 That the Attorney General's Office cannot execute it based on the authority 

given to it in article 270 of the Criminal Procedure Code, and if the Attorney General's 

Office executes it, it means that the action is "arbitrary" and "unconstitutional" and 

"violating human rights" because it is contrary to Article 28 D paragraph (1) Article 28 J 

The 1945 Constitution and articles 17 and 34 of the Human Rights Law (UU No. 39 of 

1999).  

 Whereas since the decision of the Constitutional Court has emphasized the 

meaning of the decision as null and void as stated in Article 197 of the Criminal 

Procedure Code, that to interpret the decision as null and void has changed to if the 

provisions in paragraph (1) letters a,b,c,d,e,f are not fulfilled, h, j and l of this article 

render the decision null and void, therefore, the decision of the Constitutional Court is 

final since it is pronounced in a plenary session open to the public. 

 The concept of null and void can be viewed from a theoretical aspect as well as 

in practice application in the field including in criminal, civil, and administrative justice 

country.In general understanding, the concept of null and void is often misunderstoodits 

application. From a theoretical point of view, the cancellation of a legal product can 

occurdue to conditions null and void and can be cancelled. Both have a conceptdifferent. 

.A “cancelable” condition occurs conditionally the cancellation is carried out by means of 

certain legal actions and submitted to certain institutions that by law are given the 

authority to do so cancellation of a legal product. Meanwhile, the condition of "null and 

void" is understoodas if it does not require certain legal actions by certain institutions 

because the cancellation occurs independently due to law. In fact, deep the context of the 

null and void condition of a court decision, then the circumstances null and void is a 

situation that actually still requires a legal action in the form of submitting an annulment 

to an entity Justice. 
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Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah 
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Rantauprapat Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Putusan 

No.14/Pdt.G/2017/PN.RAP)”. 

Penulis telah berusaha dan berupaya dalam penulisan skripsi ini dengan segala 

kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-

kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa penjelasan, dan isi laporan itu 

sendiri. Untuk itu penulis dengan sangat rendah hati bersedia menerima kritik dan saran 

yang sifatnya menambah kesempurnaan tulisan ini dari semua pihak. 

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dalam 

mempersiapkan laporan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Asof Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE, M.SI, Ph.D, selaku Rektor 

Universitas Labuhanbatu  Rantauprapat Sumatera utara. 

2. Ibu Risdalina Siregar, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum  Univeristas 

Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara. 

3. Bapak Abdul Hakim, SH, MH, selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Universitas 

Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera Utara,selaku dosen pembimbing I skripsi yang 

selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini. 
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